WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : JOA AUt 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) KOTA SEMARANG
TAHUN 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan pangan yang
menjadi hak setiap warga serta membantu masyarakat
miskin dalam mengurangi beban pengecluaran rumah |
tangga terkait pemenuhan kebutuhan pangan, telah |
ditetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras
bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin melalui
Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)

Tahun 2014,

b. bahwa untuk melaksanakan terscbut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kota
Semarang Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ‘
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir |
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);




10.

11.

12.

13,

14.

15.

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Dacrah Tingkat 1l Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tamhahan Lembaran Negara Republik
Indanesia Nomor 3079),

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tenlang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Tingkat 1t Purbalingga, Cilacap, Wonogiri,
Jepara dan Kendal serta pcnataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Dacrah Tingkat T Jawa Tengah
(Tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 10992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umumn BULOG (Lembaran Noegara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 lenlang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2010 -2014;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Kebijukan Perberasan Nasional;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana tclah diubah beberapa kali tcrakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman P’cngclolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Scmarang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rcncana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penanggulangan Kcmiskinan di Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota
Semarang Nomor 16);

Peraturan Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
500/001028 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi
Beras Bagi Masyarakat Bempendapatan Rendah
(Program Raskin) Provinsi Jawda Tengah Taliun 2014,




MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATLRAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK ‘TEKNIS
SUB3IDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH (PROGRAM RASKIN) KOTA SEMARANG TAHUN
2014
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TANGGAL

TENTANG PETUNJUK TEKNILS SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM
RASKIN) KOTA SFEMARANG TAIHUN 2014

BAR I
PENDAHULUAN

L, Latar Deiakuny
perpagad upnyn pennnppulongan ksuuskanan dilaUeaR Arcnrn Terpuitn
olch Pemerintuh berswoo masyarakat melalw 3 klaster yakni * kinarar |
pdilah progrom bantian  dan perlindungan sosnl herbore kellarga
(Ruskin, Jamkcesmas, DPEN, Doasiwswa  Mislan) klagrer 2 adalah
pemberdayaean wegynrnknt denpan PNPM Mandir;  kduster 3 milalnly
pemberduynnn Usnha Mikro & Keell (UMK) dengan Progrivn KUR.
Penvaluran beras bersubsidi bagi rumah tungpa miskin herfujuan untuk
menguron hetan KIS, Diswuping tu dimaksud ook meaninghatlian
akses mmsyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok selgsi
salah satu hak dasar masyernkal, dimana efeklifitas Program Raskio
dapal dicaped meintin knorlinaxi, sinkronlsasi dan harmanisast sJotar
lembnpn Sinstonsi teckait balk di pusat maupun e dnernh Konrdinasl
dilakranakan mulal dl pereociwosan, pelaksanaan, PpORgAWAIAN dan
mengendnlinn denpon thiindust pemahaman hahwa Raskin sdontohe Tk
masyaraleat minliin
Yemua plhak yang memilikd  tanggungiawabh  dan wewenang  dulun
pclaksanaan Prograum Raskin memitild kewajiban untuk menyampatkan
Rogkin kepada RTS-PM yang Wlah ditetaplon sesnai dengan (upoksi
masing-masing. Yemua pihak yang terkait perlu meningkatkan peran tan
kineranya agar pelaksanaan Program Kaskin dapat berjalan secarn
efekiil
Oleh karcna itu peran pemenntah  dacrah  sangat pentng dualumn
peningkatan efelcivitas l'ropram RARKIN. Parn pemunpgku kependingan
Program Raskin tcrutama di provinsi dan kabupaten/kols masih perlu
meningkatikan kinerjo dan koordinasi dengan memberikan konteisd
sumber duyunya agar penynhiran Raskin kepada Rumah Tanggn Sasaran
Penerima Manlaat (R1'S PM) lebih €1eKTI Qalam MENCHPHL Keberiuasilan
prograrii.
Rerbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin
serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu
pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2014.
Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaun Program
Ruaskin secara nasional, belum mcngakomodasi dan mengantisipasl hal-
hal vang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan
lokal, adanya kearifain serta kebljakan lokal maka pemerintah provinsi
perfu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan pemerintah
kabupaten/kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk
mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum
Raskin.




Nengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang lerkait sudah jelas
tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah mcmiliki peran yang sangat kuat
dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Raskin.

Nasar Hukuwmn
Peraturan pcrundangan yang menjudi landasan pelaksanaan prograul
RASKIN adalah :

1.

2.

10,

1

12.

13.

14,

le.

17.

18.

19,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentung Badan Usaha Milik
Negary;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 (eulay: Pemerintahan Dacrah
sebngaimana telah diubuh beberapa kall terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Taliag 2008 tentang Perubahan kedua Atas Unilang-
undang Nomor 32 Taliun 2004 tentang I'emerintahien Doernh;
Undang-undany Nomor 18 Tnhun 2012 tentaug Pangan;
Undang-undung Nomor 23 Tahun 2013 Wwolang Angganan Mendapatan
tlnn KBelunja Negara Tahun Anggaran 2011,

Peilutan  Pemetittah Noamor 6 Tohun 1988 tontang  Koordimani
Keginlun lnstansi Vertikal di Dacraly;

Peraturan Pemcrintah Nomor 68 Tahun 2002 fentang Ketahanan
Pangnn;

Pergturan Pemcrintah Nomor 7 Tahun 2003 tcntang Pendirian
I'crusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atus
Pernturun Pemerintah Nomor 7 Tuhun 2003 lentang FPendirlan
Perusnhaan Umum (Puram) BLUTOG;

Peraluran Pemerntah Nomor 58 Tahun 2005 teniang engelolaan
Keuangan Dacraly;

Peratiran Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembafian
Urisan Pemerintahan Antara Pemerintati, Vemerintah Daerah Provinsy,
Dan 'emcrintoh Tierah Kabupalvi/ hota,

Peraturan Dfediden Nomor 13 Tubun 2008 teniang Koordinasi
Penanppulangan kemiskinan;

Peraturan  Presiden Nomor 15 Tahun 2010 (niang  Percepatan
Penanppulangan Kemiskinan:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tenlang Rencana Kerja
Pemerintah Tuhun 2013,

I'eraturatt Dacroh Provinsi Juwa Tengah Nomaor 4 Tahnn 2008 teniing
Urusan [emerintshan  Yang Moenjadi Kewenangan  Pemngrintabian
Dacrah Provins Jawa Tengaly;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tohun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan

Gubali/Beras dan Penynluran Beras oleh Pemerintal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.UZ2/2012 tcutang Tata
Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

Keputusan Hersama Menleri Dalam Negeri dan Dircktur Ulama
Peruisahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor
PKK-12/07/2003 t{entang Peclaksanaan Program Beras Untuk Rumah
Tangpa Miskin;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014,

Keputusan Walikota Semarang Nomor 500/340 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga
Miskin (Raskin) Kota Semarang Tahun 2014.




3, Pengertian

1.

@&

10.

11

13.

14,

Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program
Raskin di Tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuiai dengan situast
dan kondisi setempat sebagai pengjaman dari Pedoman Umum
(Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin.

HBAST adalah Berila Acara Serah Terima Heras Ruskin berdasuarkan
SPA dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani
Perum BULOG dan Peluksana Distribusi.

DPM-1 adalahl Model Dafrar Pencrune Manfaat Raskin di Kelurahan
selelah dilakukan pemuiskhiran data RTS-P'M melalui mekanisme
Musyawarah Kelurahan yang bersumber dari Rasis Data Terpadu
untuk Program Raskin Tahun 2014,

DPM-2 adalah Madel Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan,

lormulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir Péncatatan
RTS PM ynnp dipanti dan RTS-PM penggnnti hasil pemnutakhiran daftar
RIS-PM Raskin darl Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurnhao.
Rumah langga Sasaran Pencrima Manlaal (K1'3-PM) adalah Rumathi
Tangga vang berhuk menerima beras darl Program Ruulon B011 sesai
dutu yang diterhitkan darl Dasis Dulu Terpadu yang dikelola olch Tim
Nasional Perccpatan Penunpgulangan Kemiskinan (TNP2K), yung
disahkan olch Kemenko Kesra RT dan terdafrar dalam Dallew Penerima
Manfaat (DI'M).

Musyawarah Keclurahan merupakan forum perlemuan di tingkat
Kelurahan sebagai sarana untuk memtakhirkan data RTS-PM yang
masuk dalem DPPM-1.

Musyawarah Kecamatan adalab  forum  pertemuan  di  tingkat
Kecamatan vang molibutkan Ceamat, Lurah dan aparat terkail lairinye
untuk melakukan koordinasi penyesusian  papu  dengan  tidak
mengubah jumlah pagu Kecamatads.

Kartu Perlindunpan Sosial (KPS) adalah kartu yang dilerbrikan
pererintult dalam rangka pelaksanaan Program  Percepnton  dun
Perluasan Perlindungan Sosial (P48) yang memuat informasl Nama
dan Alamai dilengleapt barcode dan berfungst schagai penanda Rurnb
Tangga Miskin dan rcntan yang dapat digunukan untuk menerima
program bantuan perlindungan sosial dari pemerintah,  termasuk
diantaranva Program Ruskin.

Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah sural yung
diberikan kepada Rumah Tangpga Pengpanti hasil Musyawarah
Kelurahan sebagal penanda kepesertann pada Program Raskin,

. HT'R adalah Ilarga Tcbus Deras Raskin di Titik Distnbusi.
12,

Titik Distribusi adalah tempal atau lokasi penyerahan beras Raskin
duri Sutker kepuda Pelaksana Disribusi dan sckaligus achagni ternpni
penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS PM Al Kelurabin
atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kota
Semarang dengan Sub Divre I Perum Bulog Semarang

Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari
Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
Warung Desa adalah lembaga ekonomi di tingkat Kelurahan, haik
milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Kelurahan yang
memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan
barang lainnya ditctapkan sebagai tempat penyerahan heras Raskin
dari Satker Raskin kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus
tempat penjualan beras / pengelola Warung Desa kepada RTS-PM.




15.

16.

17.

18.

19,

20,

22.

23.

Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakul yang terdiri
dari aparat Kelurahan dan beberapa vrang yang ditunjuk dan
ditctapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribasi Raskin,

Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakal dan atau
kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah
sulmygai Pelaksana 1hstribusl Roskin,

9PA adalah Surat Permintaan Alokas: yang dibiiat oleh Walikula atan
Pejubat yang ditunjuk kepuwdn Perum DULOG berdosarkan alokasi
pagu Raskin.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO)
adalah perintah tertulis yang diterbitkan olch Perum Bulog untuk
mengeluarhan dan menyerahkan beras Raskin.

Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang
dibentuk olch Sub Divisi Regional (SUB DIVRE) 1 Perusahaan Umurn
(Perum) BULOG Semarang yany lerdiri dari Ketua (yang merupakan
pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah scsuai kebutuhan)
yang terdiri dari pcgawal organik arau bukan pegawai organik Sub
Divre yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kepula Sub Divre I
Perum Bulog Semarang.

SATGAS Ruskin adalah satuan kerja pelakeung dislribusi Raskin yang
dibentiik oleh Pemerintah Kota Semarung SCCHTH berjenjang  darl
tingkat Kota, tingkat Kecumatan dan Kelurahau,

Pelaksana Distribusi ndnlah Kelompok Kerjn (POKIA) distribusi Raskin

di Titik Distribusi yang lerdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan
institusi kemasyarakatan selempat termasuk Tim Penggerak PKK yang
ditunjuk oleli Crunat atau Lurah dan dibantu nleh anggota masyarakat
lainnya.

Kemasan Berus Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan
kuanilum 15 kilogram per karung dan atau 50 kilogram per karng
Kualitas Beras Bulog adalah beras hasil penpadaan Perum BULOG
sesual dengan persysinian kualitas beras schugnimana diatur dalam
peraturan yang berlaku,




(1)

(2)

(3)

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi bebian pengeluaran Rumah
Tungpa Sasaran (RTS) mclalui pemenuhan scbhaglan kebuiuhon pungan
pokok dalam bentuk beras.

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban
pengeluaran 42.477 RTS yang bersumber dari Basis Dala Terpadu (BDT)
hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusal
Statistik yang dikelola oleh TNP2K melalui pendistiribusian  beras
bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan sekuna 12 bulan dengan harga
tebus Rp. 1.600,- per kg nello di lempat penyerahan yang disepakadti.

Manfaat Program Raskin adalah :

a. Stabilisasi harga beras di pasaran

b. Pengendalian  inflasi melalui intervensi P’cmerintah  dengan
menetapkan harga beras hersubsidi sebesar Rp.1.000, /kg dan
menjaga stok pangan nasional

c. Peningkatan kctahanan pangan di tingkat rumah tangga sasara,
sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan
kcmiskinan.




BAB 111
PERENCANAAN PROGRAM

1. Penentuan Pagl dan Alokasi

a. Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkun berdasarkan besarnya
subsidi pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam APDBN
tahun 2014,

b. Tim Raskin pusat mengalokasikan kuantum pagn Raskin kepada
masing masing Propinsi dan Kabupaten/Kota dengun mengacu pada
data yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusat Statistik
(BPS) yang dikelola oleh TNP2K

c. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Propinsi, Tim
Raskin Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada
masing-masing Kabupaten /Kota, dengan mengacu pada data Rumah
Tangga Miskin (RTM) dari Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS-2011), yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur,

d. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Kabupaten/
Kota, Tim Raskin Kota Semarang mengalokasikan Kuantum Pagu
Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan
mengacu pada dala Rumah Tangga Sasaran Pencrima Manfaat yang
dituangkan dalam Surat Walikota,

e. Apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang
direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kclurahan, maka
Tim Raskin Kota Semarang dapat merelokasi pagu Raskin ke wilayah
Kecamatan/Kelurahan lain sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Apabila sampai pada akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang
tidak dapal didistribusikan, maka sisa pagu Raskin lersebut tidak
berlaku pada tahun berikutnya.

2. Perencanaan Distribusi

\
a. Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin perlu }
disusun Rencana Distribusi selama periode 2014 yang meliputi |
frckuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyeldf |
musing-masing lokasi dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/ 1
Petunjuk Teknis. |

b. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
wilayah Kecamutan / Kelurahan setempat,

3. Penentuan Keluarga Sasaran dan Penerima Sasaran

a. Berdasarkan pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Walikota
Semarang, Kecamatan / Kelurahan melalui forum Musyawarah
Kclurahan segera melakukan verifikasi data RTS yang bersumber dari
Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K.

b. Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara |
Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin |
(Format DPM-1) yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat
sctempat. Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM 1
diberikan identitus berupa kartu Raskin / Kartu Perlindungan Sosial

(KPS).




. Pelaksanaan Musyawarah Kclurahan mengikutsertakan aparat

Kelurahan (tertnasuk RT  dan RW), TInstitusi  Kemasyarakatan
Kelurahan, Tokoh Masyuarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin.

_Hasil verifikasi data RTS oleh setiap Kelurahan dilaporkan secara

berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota Semarang dan Propinsi Jawa
Tenguah.

Daftur Pencrima Mantaat Raskin scsuai DPM 1 disnmpaikan secara

terbuka kcpada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan,

Indikator Keherhasilan Program

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah Tepal
Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu,
dan Tepat Administrasi.

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaal Raskin hasil PPLS-11
vang lerdaftar dalarm Daftar Penerima Muanfaut (DPM-1) dan dibcri
identitas (Kartu Raskin).

Tepat Jumlah : Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Petierima
Manfaat adalah 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan.

Tepat Kualitas : Terpemihinya persyaratan kualitas medium kondisi
baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebapgaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tepat Harga : Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600 /Kg netto
di Titik Distribusi.

Tepat Waktu : Waktu pclaksanaan distribusi beras kepada Rumah
Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan Rencuna
Distribusi.

Tepal Administrasi : Terpenuhinya semua persyaralan administrasi
secara benar dan tepat waktu.

5. Penyaluran dan Pembayaran Beras Raskin

Aa.

Penyaluran beras Raskin dilaksanakan olch Sub Divre I Perum Bulog
Scmarang sampai di titik distribusi didasarkan atas Surat Perminiaan
Alokasi {SPA) Pemeriniah Kota Semarang,

Pclaksanaan penyaluran beras Raskin dari titik Distribusi sampai ke
Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Pokja Kelurahan ataupun
Warung Desa yang telah ditunjuk.

Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalam Juknis ini, jika
tidak dilalkukan penyaluran berasnya oleh Cumat / Lurah pada bulan
yang dimaksud, maka jatah tcrscbut dapat disalurkan kepada
Kelurahan lain dalam satu Kecamatan atau Kecamalan lainnya yang
masih membutuhkan, melalui usulan yang disampaikan dalam rapat
koordinasi dan dituangkan dalam surat perintah yang ditandatangani
oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang.

Pembayaran harga tebus Raskin dilakukan cash and carry scbesar
Rp. 1.600,- per kg nectto dari Rumah Tangga Sasaran secara tunai
kepada pclaksana distribusi/satgas Raskin.

Selanjutnya pelaksana distribusi/satgas Raskin segera menyetorkan
hasil penjualan Raskin kepada Sub Divre | Bulog Semarang melalui
transfcr rckening bank yang telah ditentukan.
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BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pengarah dan Penanggung jawab pclaksanaan dan pemantauan Raskin
di tingkat Kota Secmarang adalah Walikota dan Wakil Walikota Semarang,
Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi
dan 1im Monev Raskin Kota Scmarang yung lerdivi dari Inastansi terkait
dan bherbagai pihak yung dipaoredang perha.

Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai
kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan
Lurah yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Koordinasi
dan Satgas Pclaksana Raskin Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur
Sckretarial Kecamatan, Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.

Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Semarang dibentuk atas dasar
Keputusan Walikota Semarang.

Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dibentuk atas dasar Kecputusan
Camat.

Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dibentuk atas dasar Keputusan
Lurah.




BABV
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang
Tim Koordinasi Raskin Kota Scmarang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan dan pemantauan KRaskin di Kota Semarang dengan tupas-
tugas sebagai berilout:

a. Menyusun perencanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin
(Raskin) di Kota Semarang periode Tahun 2014,

b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi Tim Satgas Raskin Kecamatan dan pelaksanaan

distribusi di Kota Semarang.

¢c. Mengkoordinasikan serta bertanggung jawab atas penyvediaan dan
pendistribusian beras dalam lingkup Sub Divre Semarang sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga.

d. Bertanggung jawab atas penyediaan data dasar dan pemutakhiran

data rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di seluruh Kota
Semarang.

& Menangani pengadunn masyaralknt serth merespon terhadap berhogni
pengaduan/ keluhan yang timbul dari masyarakat scbagai akibat
dari adanya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin di Kota
Scmarang.

f. dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Kota
Semarang Tahun 2014 harus berpedoman kepada ketentuan dan
petunjuk pelaksanaan yvang herlaku.

(2) Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
bertanggung jawab dalam pendistribusian beras Raskin dan  titik
distribusi sampai kcpada rumah tangga sasaran pcncrima dan
pembayarannya.
A, Tim Pelnkasnnn /Satgns Raskan Tingkat Kecamatan

Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut :

1. bertangung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian
dan pembayaran beras Raskin Rumah Tangga Sasaran Penerima
Manfaat di wilayahnya.

2. Mungkourdinasikall, wentaitan/ weonitor, wienpevaluasl
pelaksanaan, sosialisasi dan  penanganan  keluhan dalam
pclaksanaan Raskin di wilayahnya.

3. Melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin
per Kelurahan dalam wilayah Kccamatan.

b. Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kelurahan
Tim Pclaksana Raskin Tingkat Kclurahan bertugas scbagai berikut

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian
dan pembayaran beras Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat di wilayahnya.




2, Mclaksanakan penyaluran  beras  Raskin den  meneriina
pembayvarannyva dari Rumah Tangea Sasaran Penerina Magfaed
ditingkat Kelurahah dan mencatat dalam Daftar Realisasi
Penjualan Beras (Model DPM-2).

3. Menyiapkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
Program Raskin (Modcl DI'M-1) scsuai data Pendataan Program
Perlindungnn Sosial (PPLS-2011) dan melaksanakan verifikasi
melalui  musyawarah  Kelurahan  yanp ditetapkan Tarah  dan
disahkan oleh Camat.

c. Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre | Semarang
Saluan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre T Scmarang bertanggung jawab
secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari
gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi.




BAB VI
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN
DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Mekanisme Pendistribusian

a, Sesuni jumlah alokasi yang telah ditctapkan Gubernur Juwa Tengaly,
Walikola Scmarang menerbitkan / mengajukan Permintaan Alokasi
(SPA) Raskin dengan mencantumkan jurmlah / kuantum beras
kepada Kepala Sub Divre | Perum Bulog Semarang.

b. Berdasarkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin, Kcpala Sub
Divce 1 Perum Rulng Scmarang  menerbitkan  Surat Perintah
Penyerahan Barang / Delivery Order (SPPB/DO) beras kepada Satgas
Raskin scsuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh
Walikota Semarang.

c. Atas dasar Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order
(SPPB/DO), Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satker
Raskin sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.

d. Satker Ruskin Sub Divre I Perum Bulog Scmarang menganghkul darn
menyerahkan beras Raskin ke Titik Distribusi yang telah disepakati.

c. Pelaksanaan pendistribusian beras Raskin dari Pelaksana Distribusi
kepada pencrima manfaat merupakuan langgung jawab Pemerintah
Kota Semarang.

f, Penyerahan beras olch Satker Raskin ke Pclaksana Distribusi harus
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat
saat penyerahan, ditandatangani olch kedua belah pihak scria saksi
dengan nama dan identitas jelas di cap/stempel yang dimiliki (Model
BAST).

g. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena
tunggakan pembayaran harga lebus Raskin, maka penyaluran
Raskin pada bulan berikutnya dapat dilayani setelah pembayaran
dilunasi.

L. Permohonan Alokasi bulan terteniu yang belum selesai terlayani
sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada
bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali
dengan Permohonan Alokasi tersebut kecuali apabila ada perubahan
lokasi yang dilakukun dengan menerbitkan Surat Permohonan
Alokasi (SPA) baru dengan merujuk kepada SPA lama dan sisa yang
belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebul dipisahkan dengan
SPA rutin bulan berjalan.

2. Penyelesaian Dokumen Administrasi

a. Setelah dilaksanakan penyerahan beras di titik distribusi, dibuatkan
Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani vleh pelaksana
Satuan Tugas yang menyerahkan dengan pelaksana Distribusi yang
menerima di titik distribusi dan saksi.

b. Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, Sub Divre Semurang
membuat Rekapitulasi Rerita Acara Pelaksanaan Raskin per
Kecamatan vang ditunda tungani pejabat Sub Divre Scmarang dan
Pcjabat Kecamatan (MBA-0)




c. Berdasarkan MBA-0, Sub Divre Semarang membuat Rekapitulasi

Berila Acara Rekapitulasi Pelaksanaan Raskin per Kecamatan (MBA-
1) yang ditanda tangani oleh Kasub Divre Semarang dan Pejabat
Pemerintah Kota Semarang serta saksi dari Tim Raskin Tingkat Kota

Semarang. ‘

. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus

menunggl MBA-0 selesal scluruhnya . Dengan demikian untuk bulan
alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.

3. Prosedur Pembayaran

Aa.

Pembayaran harga beras Ruskin dari Penerima Manfaal kepada
Pclaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kcpada Satgas
Raskin harus tunai Rp. 1.600,- per kg netto

Apabila ada penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai,
maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat
Lurah/Camat/Walikola membuat jaminan tertulis dan pclunasannya
selambat-sclambatnya satu bulan sejok beras diterima Pelaksane
Distribusi Akhir (Model MJ)

Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang
diterima dari RTS-PM kepada Satgas Raskin untuk disetorkan
kepada Satker Raskin melalui rekening yang ditunjuk. Kemudian
dibuatkan tanda terima dengan model kwintansi rangkap 3 dengan
menyerahkan bukti scior rekening Bank.

Untuk memantau beras yang disalurkan dan pembayarannya Harga
Tcbus Raskin (IITR), Satgas Raskin membuat Kartu Kendali
Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP - Raskin).
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BAB VII
BIAYA PENDAMPINGAN KEGIATAN
PROGRAM RASKIN

Sumber dana pendampingan kegiatan Program Raskin Tahun 2014 yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dibebanlkan pada
Anggaran Pendapalan  dan Belanja Daersh Bolg Semeorang Taban
Angpgaran 2014.

Kegiatan yang mendapat pendampingan dari APBD Kota Semarang
adalah :

a. Kegiatan Koordinasi maupun Sosialisasi terkait penyelenggaraan
Program Raskin tingkat Kota Semarang.

b. Kegiatan Monitoring dan  Evaluasi yang dilaksanakan  melahi
rapat/pertemuan maupun pemantauan di lapangan

c. Kegiatan penyaluran dari titik distribusi sampai ke Rumah Tangga
Sasaran yang dilaksanakan Pokja Kelurahan mendapatkan bantuan
biaya langsir dan kawal Raskin yang dikclola olch Pokja Kclurahan
yang bersangkutan,

Biaya pendampingan vyang berasal dari APBLD  Kota  Semarang

dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku.

Biaya lain berkaitan dengan pembelian/penyediaan beras bersubsidi
serta biaya pendistribusian dari gudang sampai ke titik distribusi
dibebankan pada Anggaran Program Beras untuk Keluarga Miskin
(Raskin) yang dikelola oleh Perum Bulog Sub Divre I Semarang.
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BAB VIII
KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Tim Monitoring dan Fealuasi Raskin melakukan koordinasi bersama
Salpas Raskin scsual denpan siluasi dan kondisi di masing-masing
tingkatan wilayahnyva dalam rangka mcombahas perkembangan
pelaksanaan Raskin.

Pemantauan dilakukan olch 1im Monitoring dan KEvaluasi Raskin
bersama Satgas Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek
pemantauan antara lain, ketepatan jumlah beras yang diterima penerima
menfaat, ketepatan aasaran penerima manfoaal, doan ketepaian harga
beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.

Evaluasi pelaksanaan Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim
Monitoring dan Evaluasi Raskin Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya
dapat mcngikutscrtakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau institusi
kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada
Penaschat, Peoanggung Jawal dan Koetua Tim Koordinasi Raskin Kota
WSEIIETEIE,
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BAB IX
SOBIALISASI

Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskian inlormasl
mengenai Program Raskin kepada keluarga  penerima manfaat,
masyarakat umum dan  inslansi  penanggung jawab di  tngkat
wilayahnya.

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi bersama Timm Monitoring dan Evaluasi
Raskin.

Program Raskin yang disosialisasikan meliputi mckanisme distribusi
Raskin, Pemahaman Tugas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing
instansi, serta hak dan kewajiban kcluarga sasaran penerima manfaat,
mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui
Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta pcnanganan tindak lanjut yang
diperlukan.

Soslalisasi dan  penyebarluasan  informast Program  Raskin  dapat
dilakukan melalui media massa baik cetak ataupun clektronik, serta
berbagai forum rapat, scminar, pcrtemuan sosial, keagamaan dan
kemasyarakatan lainnya.
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BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT

Penanganan pengaduan masyarakat, sctiap instansi berperan aktif
dalam menanggapi sctiap adanya pengaduan/kceluhan masyaralkat dan
mengupayakan  tersedianys  surana untuk menampung  pengaduan,
melalcukan  pengecckan, penclitlan,  kenfirmasi,  sampai denpan
menindaklanjuti.

Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat
terjadinya kctidakscrasian dalam pelaksanaan Program Raskin, sedapat
mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya sccara bertingkat.

Pengndunn musyarakat lentang pelaksanaan Raskin dapat berasal dar
pencrima Raskin atau masyarakal umum secara langsung, maupun
dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio).
Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail, Telepon,
Laporan dari institusi kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga
indcpenden, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan vyang terkait
lainnya,

Untuk merespon berbagai  pengaduan/keluhan yong  timbul  dan
masyarakat akibal terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin
baik yang berasal dari pencerima Raskin sccara langsung, masyarakat
umum maupun medid massa, dapat dialamatkan kepada .
a. Pemerintah Kota Semarang / Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
(Moncv Raskin) Kota Scmarang.
Cq. Bagian Perckonomian Sekretariol Doernh Kotn Semarang
Gedung Moch. Tehsan Tantai 4 Jalan Meinuda Nomor 148 Semarang
Telp. (024) 3513366 ext 1227
b. Perum Bulog Sub Divre 1 Semarang
Jalan Siliwangi Nomor 289 Semarang
Telp. (024) 7605160
c. usat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang
Jl. Pemuda 148 Scmarang
Telp (024) 0234-35882092 dan 3561717




BARB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan Walikota Inl dibuat schagal Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan
Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Semarang ‘I'ahun 2014 serta
untuk dijadikan pedoman bagi para pelaksana di lapangan schingga langkals
operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan
keuangannya dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasarannya.




BAB XI11I
PENUTUP

Petunjuk teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakal Berpendapatan Rendah
(Raskin) Tahun 2014 dibuat sehagai acuan pelaksanaan program Raskin di
Kota Semarang.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang




